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PERATURAN WALI KOTA BEKASI

NOMOR 66 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS

PERATURAN WALI KOTA BEKASI NOMOR 49 TAHUN 2015
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

WALI KOTA BEKASI,

a. bahwa berdasarkan rekomendasi Badan Pemeriksa

Keuangan Republik Indonesia Wilayah Jawa Barat dalam
laporan hasil pemeriksaan atas Laporan keuangan
Pemerintah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2018 Nomor
27C/LHP/XVIII.BDG/05/2019 dan dalam rangka
peningkatan kualitas laporan Keuangan Pemerintah Kota
Bekasi, maka Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 49
Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Kota Bekasi, dipandang perlu diubah untuk ketiga
kalinya;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud huruf a, maka perubahan dimaksud perlu
ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang

Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat Il Bekasi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996
Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3663);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);



3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5340);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 157);

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 4
Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor



Memperhatikan

Menetapkan

04 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun
2015 Nomor 16 Seri A);

19.Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016
tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi
Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah
Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);

20.Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 49 Tahun 2015
tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bekasi
(Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 49 Seri
E) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 83 Tahun
2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali
Kota Bekasi Nomor 49 Tahun 2015 tentang Kebijakan
Akuntansi Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota
Bekasi Tahun 2018 Nomor 83 Seri E).

Berita Acara Rapat Nomor : 900/BA.220/AKUN tanggal 17
Juni 2019, hal : Rapat Finalisasi Penyusunan Peraturan
Wali Kota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali
Kota Bekasi Nomor 49 Tahun 2015 tentang Kebijakan
Akuntansi Pemerintah Kota Bekasi.

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALI KOTA BEKASI TENTANG PERUBAHAN
KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA BEKASI NOMOR
49 TAHUN 2015 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH KOTA BEKASI.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 49 Tahun 2015
tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota
Bekasi Tahun 2015 Nomor 49 Seri E) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 83 Tahun 2018 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 49 Tahun 2015
tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota
Bekasi Tahun 2018 Nomor 83 Seri E), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Lampiran IV diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Peraturan ini;

2. Ketentuan Lampiran X diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Peraturan ini;

3. Ketentuan Lampiran Xl diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Peraturan ini.

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 24 Juni 2019

WALI KOTA BEKASI,
Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI
Diundangkan di Bekasi

pada tanggal 24 Juni 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2019 NOMOR 66 SERIE



LAMPIRAN IV

PERATURAN WALI KOTA BEKASI

NOMOR 66 TAHUN 2019

TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 49 TAHUN 2015 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH

KOTA BEKASI.
KEBIJAKAN AKUNTANSI BEBAN
A. UMUM
1. Tujuan

Kebijakan akuntansi beban mengatur perlakuan akuntansi atas beban
yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan
pengungkapannya dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah.

2.Ruang Lingkup

a. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi beban yang disusun dan
disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual;

b. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan
Pemerintah Kota Bekasi yang memperoleh anggaran berdasarkan
APBD, tidak termasuk Perusahaan Daerah.

B. Definisi

1.

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam
periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa
pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban;

Beban merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Operasional
(LO);

Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk
mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional
entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik;

Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Persediaan, Beban
Barang,Beban Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah,
Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban
Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain;

Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam
bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada Pejabat
Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai yang dipekerjakan oleh
Pemerintah Daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas
pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan
dengan pembentukan modal,



10.

11.

12.

13.

14.

Beban Persediaan merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam
bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk
mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-
barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam
rangka pelayanan kepada masyarakat, termasuk barang-barang yang
akan dihibahkan.

Beban Barang merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode
pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran
atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi
pengadaan barang yang habis pakai, dan pemberian hadiah atas
kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi;

Beban Jasa merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode
pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa penggunaan
manfaat atau timbulnya kewajiban akibat transaksi beban jasa seperti
perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium
kegiatan kepada non pegawai dan lain-lain;

Beban Bunga merupakan alokasi pengeluaran Pemerintah Daerah
untuk pembayaran bunga (interest) yang dilakukan atas kewajiban
penggunaan pokok utang (principal outstanding) termasuk beban
pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang
diterima Pemerintah Daerah seperti biaya commitment fee dan biaya
denda;

Beban Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang
diberikan Pemerintah Daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu
agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh
masyarakat;

Beban Hibah merupakan beban Pemerintah dalam bentuk uang,
barang, atau jasa kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya,
Perusahaan Daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan,
yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;

Beban Bantuan Sosial merupakan beban Pemerintah Daerah dalam
bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga,
kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus
menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari
kemungkinan terjadinya resiko sosial;

Beban Penyusutan dan amortisasi adalah beban yang terjadi akibat
penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat
penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset
bersangkutan/berlalunya waktu;

Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk
sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan
piutang;



15. Beban Lain-lain adalah beban operasi yang tidak termasuk dalam
kategori tersebut di atas;

16. Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau
kewajiban untuk mengeluarkan uang dari Pemerintah Daerah kepada
entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang-
undangan;

17. Beban Non Operasional adalah beban yang sifatnya tidak rutin dan
perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional;

18. Beban Luar Biasa adalah beban yang terjadi karena kejadian yang
tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran, tidak
diharapkan terjadi berulang-ulang, dan kejadian diluar kendali entitas
Pemerintah.

C. KLASIFIKASI

Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, yaitu
mengelompokkan beban berdasarkan jenis beban dalam Bagan Akun
Standar.

D. PENGAKUAN

1. Beban diakui pada:
a. Saat timbulnya kewajiban;
b. Saat terjadinya konsumsi aset;
c. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa,;

d. Saat disahkan Belanja berdasarkan laporan dari SKPD dan/atau
Badan pengelola dan/ atau penerima, bagi Dana-dana Non APBD
(tidak diterima melalui Rekening Kas Daerah).

2. Saat timbulnya kewajibanartinya beban diakui pada saat terjadinya
peralihan hak dari pihak lain ke Pemerintah Daerah tanpa diikuti
keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening
telepon dan rekening listrik yang sudah ada tagihannya belum dibayar
Pemerintah dapat diakui sebagai beban;

3. Saat terjadinya konsumsi aset artinya beban diakui padasaat
pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya
kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional
Pemerintah Daerah;

4. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasaartinya
beban diakui padasaat penurunan nilai aset sehubungan dengan
penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu. Contoh penurunan
manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau
amortisasi;



Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat
dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:

a. Beban diakui sebelum pengeluaran kas;

b. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas; dan

c. Beban diakui setelah pengeluaran kas.

Beban diakui sebelum pengeluaran kasdilakukan apabila dalam hal
proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara
pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban
daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk
pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen
penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum
dikeluarkan. Hal ini selaras dengan kriteria telah timbulnya beban dan
sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif bahwa jika beban
sudah menjadi kewajiban harus segera dilakukan pengakuan
meskipun belum dilakukan pengeluaran kas.

Untuk kegiatan pembiayaan jaminan kesehatan bagi masyarakat Kota
Bekasi berbasis NIK (Kartu Sehat) beban diakui pada saat terbit Berita
Acara Verifikasi/Pemeriksaan Data Jamkesda atas tagihan pelayanan
kesehatan;

Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dilakukan apabila
perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas
daerah tidak signifikan, maka beban diakui bersamaan dengan saat
pengeluaran kas;

Beban diakui setelah pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal
proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara
pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan
beban dilakukan setelah pengeluaran kas, makapengakuan beban
dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun
kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului dari
saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum
dapat diakui sebagai Beban. Pengeluaran kas tersebut dapat
diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar di Muka (akun neraca), Aset
Tetap dan Aset Lainnya;

Pengakuan beban pada periode berjalan pada Pemerintah Kota Bekasi
dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat
diterbitkannya SP2D belanja, kecuali pengeluaran belanja modal.
Sedangkan pengakuan beban pada saat penyusunan laporan keuangan
dilakukan penyesuaian;



10.

11.

12.

13.

Beban dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan terbitnya
dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) LS atau diakui
bersamaan dengan pengeluaran kas dan dilakukan penyesuaian pada
akhir periode akuntansi;

Beban dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti
pengeluaran beban telah disahkan oleh Pengguna Anggaran/pada saat
Pertanggungjawaban (SPJ) atau diakui bersamaan dengan pengeluaran
kas dari bendahara pengeluaran dan dilakukan penyesuaian pada
akhir periode akuntansi;

Beban persediaan diakui :

a. Saat barang keluar dari gudang;

b. Saat barang digunakan untuk obat, barang habis pakaipelayanan
kesehatan/ Barang Medis Habis Pakai (BMHP) dan blanko
pelayanan kependudukan;

Pada saat penyusunan Ilaporan keuangan harus dilakukan

penyesuaian terhadap pengakuan beban, yaitu:

a.Beban Pegawai, diakui timbulnya kewajiban beban pegawai
berdasarkan dokumen yang sah, misal daftar gaji, tetapi pada
tanggal 31 Desember tahun berjalan belum dibayar;

b. Beban Barang dan Jasa,diakui pada saat timbulnya kewajiban atau
peralihan hak dari pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan
barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani tetapi
pada tanggal 31 Desember tahun berjalan belum dibayar. Dalam hal
pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum
terpakai, maka dicatat sebagai persediaan dan bukan pengurang
beban;

c. Beban Penyusutan dan amortisasidiakui saat akhir tahun/periode
akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang
sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang
diterbitkan;

d.Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/periode
akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah
ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan;

e. Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk
dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban
bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh
tempo melewati tanggal pelaporan;
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14.

15.

f. Beban transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban Pemerintah
Daerah. Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat
alokasidana yang harus dibagihasilkan tetapi belum disalurkan dan
sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut
dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan
kondisi sebelum pengeluaran kas.

Dalam hal terdapat selisih kurang antara rekening koran RKUD
dengan SP2D dikarenakan adanya pembulatan oleh pihak bank maka
selisih tersebut diakui sebagai beban lain-lain.

Pemisahan catatan transaksi periode saat ini dengan periode
berikutnya (Cut off), untuk perhitungan beban pada transaksi akrual
adalah tanggal 15, jika transaksi terjadi pada tanggal 15 kebawah
keterjadian beban dihitung 1 (satu) bulan, sedangkan jika mulai
tanggal 16 ke atas keterjadian transaksi belum dianggap menjadi
beban. Contoh ; perhitungan beban pada asuransi dibayar dimuka,
sewa dibayar dimuka dan perhitungan beban penyusutan aset tetap.

PENGUKURAN

Beban diukur sesuai dengan:
1. Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban

bebanyang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi
atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang
rupiah;

2. Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika

barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

1. Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban

dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)sesuai dengan
klasifikasi ekonomi, yaitu:

a. Beban Operasi, yang terdiridari: Beban Pegawai, Beban Persediaan,
Beban Jasa, Beban Barang, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan
Dinas, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan
Sosial, Beban Penyusutan, Beban Amortisasi, Beban Penyisihan
Piutang, dan Beban lain-lain;

b. Beban Transfer;

c. Beban Non Operasional;

d. Beban Luar Biasa.
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2.Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan
Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non

Operasional;

3. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan beban, antara lain:
a. Pengeluaran beban tahun berkenaan;
b.Pengakuan beban tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya
periode akuntansi/tahun anggaran sebagai penjelasan perbedaan
antara pengakuan belanja;

c. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

WALIKOTA BEKASI,
Ttd/Cap
RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 24 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2019 NOMOR 66 SERI E
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LAMPIRAN X

PERATURAN WALI KOTA BEKASI

NOMOR 66 TAHUN 2019

TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 49 TAHUN 2015 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH
KOTA BEKASI.

KEBIJAKAN AKUNTANSI PERSEDIAAN
A. UMUM

Tujuan

Mengatur perlakuan akuntansi persediaan yang dianggap perlu disajikan
dalam laporan keuangan.

Ruang Lingkup

c. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi persediaan yang disusun dan
disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.

d. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan
Pemerintah Kota Bekasi, yang memperoleh anggaran berdasarkan
APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

B. DEFINISI

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan
yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah
daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau
diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, termasuk
barang-barang yang akan dihibahkan.

C. KLASIFIKASI

Persediaan diklasifikasikan sebagai mana diatur dalam Bagan Akun

Standar. Persediaan merupakan aset yang berwujud berupa:

a. Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka
kegiatan operasional pemerintah daerah, misalnya barang pakai habis
seperti alat tulis kantor,jarum suntik dan barang tak habis pakai seperti
ban truk, komponen untuk mobil truk yang ada di workshop,
lamputaman & jalan, traffic conedan barang bekas pakai seperti
komponen bekas.

b. Bahan atau perlengkapan (supplies) yang akan digunakan dalam proses
produksi, misalnya bahan baku untukpemeriksaankadar air bersih,
regent dilaboratorium SKPD.
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c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau
diserahkan kepada masyarakat, misalnya adalah alat-alat untuk UKM
setengah jadi, benih yang belum cukup umur.

d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat
dalam rangka kegiatan pemerintahan, misalnya adalah hewan, bibit
tanaman atau alat kebersihan untuk dijual atau diserahkan kepada
masyarakat.

D. PENGAKUAN

1. Persediaan diakui pada saat :

a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah
dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal,

b. Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya
berpindah.

2. Pada akhir periode akuntansi catatan persediaan disesuaikan dengan
hasil inventarisasi fisik (stock opname). Dalam hal terjadi selisih
persediaan antara catatan persediaan menurut Pengurus Barang atau
catatan persediaan menurut fungsi akuntansi dengan hasil stock
opname ;

a. Jika terdapat selisih kurang persediaan dari catatan persediaan
dikarenakan sudah tidak dapat dipergunakan untuk jangka waktu
tertentu, yang secara normal dipertimbangkan wajar menjadi
penyebab penghapusan, seperti, hilang karena kecurian, terbakar,
susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati untuk tanaman dan
hewan, dan sebagai akibat dari keadaan kahar (force majeure), maka
selisin  persediaan tersebut diakui sebagai beban persediaan
kadaluarsa/rusak setelah sebelumnya disajikan pada persediaan
kadaluarsa/rusak.

b. Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu kondisi yang
abnormal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai kerugian
daerah.

c. Penghapusan barang yang sudah tidak dapat dipergunakan dalam
jangka waktu tertentu diatur dalam Peraturan Wali Kota tersendiri.

3. Persediaan yang telah dihapuskan karena sudah tidak dapat
dipergunakan untuk jangka waktu tertentu dikarenakan penyerahan,
pemindahtanganan, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum
tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya, menjalankan
kekuatan perundang-undangan, pemusnahan atau sebab lain diakui
sebagai beban persediaan.
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E. PENGUKURAN

1. Metode pencatatan persediaan dilakukan dengan metode perfectual
dengan melakukan penjurnalan penggunaan persediaan pada aplikasi
setiap akhir bulan. Sedangkan nilai persediaan berdasarkan hasil
inventarisasi dengan menggunakan metode FIFO (First In First Out).

2. Persediaan disajikan sebesar:

a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya
perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan,
biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat
dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan
lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi
sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung
yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak
langsung yang dialokasikan secara sistematis.

c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.
Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau
penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan
berkeinginan melakukan transaksi wajar (arm length transaction).

F. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN
1. Persediaan disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar.

2. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan:
a. Persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam
pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan
dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau
diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam
proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan
kepada masyarakat; dan

b. Rincian objek, jumlah, dan nilai persediaan kadaluarsa/rusak/dll
yang merupakan persediaan yang tidak dapat dipergunakan untuk
jangka waktu tertentu, yang secara normal dipertimbangkan wajar.
Contohnya obat-obatan yang sudah kadaluarsa, karcis/tiket/form
yang memiliki cetakan tahun tertentu sehingga tidak bisa digunakan
lagi tahun berikutnya. Tata cara penghapusan persediaan diatur oleh
Peraturan Wali Kota tersendiri.

c. Persediaan dalam kondisi rusak atau usang yang dibuktikan dengan
surat keterangan persediaan rusak tidak dilaporkan dalam neraca,
tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan dan
disajikan sebagai beban persediaan rusak.
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3. Rincian Objek Persediaan adalah:

Z
o

JENIS PERSEDIAAN

Alat Tulis Kantor

Komponen Alat Listrik dan Elektronik

Perangko, Materai, Benda Pos

BahanPembersih

Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran

Pengisian Tabung Gas

Suku Cadang

O | N| Oof g | W| N| B

Cetakan

[E
o

Pakai Habis Pelayanan Kesehatan

=
=

Obat - Obatan

[E
N

Perlengkapan Peserta Kursus/Sosialisasi/Seminar/Workshop/

Bimtek/Pelatihan sesuai “core business”.

13

Bahan Baku Bangunan

14

Bahan/Bibit Tanaman

15

Bibit Ternak

16

Bahan Kimia

17

Bahan MakananPokok

18

Bahan Praktek/Percontohan

19

Barang Perlengkapan Praktek/Percontohan

20

Bahan Logistik

21

Persediaan yang akan diberikan kepada pihak ketiga

22

Peralatan Kesehatan

23

Inventaris Peralatan dan Perlengkapan Kantor

24

Inventaris Peralatandan Perlengkapan Kebersihan

25

Persediaan yang akandiberikan kepada masyarakat

26

Pameran/Promosi/Penyebarluasan Informasi yang tidak

termasuk klasifikasi Belanja Modal
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27 | Persediaan Lainnya (Pengadaan Tanah Untuk Pengurugan)

28 | Persediaan Kadaluarsa/Rusak

Jenis persediaan diatas berasal dari belanja yang sesuai wujudnya, bukan
yang diberikan dalam bentuk uang atau pemeliharaan oleh pihak ke-l1ll (tiga).
Contoh bukan persediaan adalah Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas
yang diberikan dalam bentuk uang, atau Bahan Pembersih yang dilakukan
oleh pihak ke-lIll (tiga) dalam kegiatan pemeliharaan gedung.
WALIKOTA BEKASI,
Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 24 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2019 NOMOR 66 SERIE
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LAMPIRAN XI
PERATURAN WALI KOTA BEKASI

NOMOR

66 TAHUN 2019

TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA BEKASI

NOMOR
PEMERI

49 TAHUN 2015 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
NTAH KOTA BEKASI.

KEBIJAKAN AKUNTANSI INVESTASI

UMUM

Tujuan

Tujuan kebijakan akuntansi investasi adalah untuk mengatur perlakuan

akuntansi untuk investasi dan informasi lainnya yang dianggap perlu

disajikan dalam laporan keuangan.

Ruang Lingkup

1. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian seluruh
investasi baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka
panjang dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun
dan disajikan dengan basis akrual.

2. Kebijakan akuntansi ini mengatur perlakuan akuntansi investasi
Pemerintah Kota Bekasi baik investasi jangka pendek maupun
investasi jangka panjang yang meliputi saat pengakuan, klasifikasi,
pengukuran dan metode penilaian investasi, serta pengungkapannya
pada laporan keuangan.

DEFINISI

1. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat
ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial,
sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam
rangka pelayanan kepada masyarakat

2. Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh

pemerintah daerah untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk
memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan
dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam
rangka manajemen kas.
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C.

KLASIFIKASI

1.

Investasi diklasifikasikan menjadi dua yaitu investasi jangka pendek
dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan
kelompok aset lancar sedangkan investasi jangka panjang
merupakan kelompok aset nonlancar.

Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera
dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas)
bulan atau kurang. Investasi jangka pendek memiliki karakteristik
sebagai berikut:

a. Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 bulan
sampai dengan 12 (dua belas) bulan;

b. Ditujukan dalam rangka manajemen kas dimana pemerintah
daerah dapat menjual/mencairkan investasi tersebut jika timbul
kebutuhan kas;

c. Investasi jangka pendek biasanya berisiko rendah.

Deposito berjangka waktu tiga sampai 12 (dua belas) bulan
dikategorikan sebagai investasi jangka pendek. Sedangkan deposito
berjangka waktu kurang dari 3 (tiga) bulan dikategorikan sebagai
Kas dan Setara Kas.

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk
dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang
menurut sifat penanaman investasinya dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

a. Investasi Jangka Panjang Non Permanen
Investasi Jangka Panjang Non Permanen merupakan investasi
jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak
berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik
kembali.

b. Investasi Jangka Panjang Permanen
Investasi Jangka Panjang Permanen merupakan investasi
jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara
berkelanjutan atau tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau
ditarik kembali.

PENGAKUAN

Suatu transaksi pengeluaran uang dan/atau aset, penerimaan hibah
dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat
diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :
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. Pemerintah daerah kemungkinan akan memperoleh manfaat ekonomi

dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan dengan tingkat
kepastian cukup. Pemerintah daerah perlu mengkaji tingkat kepastian
mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di
masa depan berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat
pengakuan yang pertama kali;

.Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara

memadai/andal (reliable), didasarkan pada bukti transaksi yang
menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya. Jika transaksi tidak
dapat diukur berdasarkan bukti perolehannya, penggunaan estimasi
yang layak juga dapat dilakukan.

PENGUKURAN DAN PENILAIAN

1.

Secara umum untuk investasi yang memiliki pasar aktif yang dapat
membentuk nilai pasarnya, maka nilai pasar dapat dipergunakan
sebagai dasar penerapan nilai wajar. Dan untuk investasi yang yang
tidak memiliki pasar aktif, maka dapat dipergunakan nilai nominal,
nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.

Pengukuran investasi berdasarkan jenis investasinya, dapat
diuraikan sebagai berikut :

a. Pengukuran Investasi Jangka Pendek
1) Investasi Jangka Pendek dalam bentuk surat berharga :

a) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka
investasi jangka pendek diukur dan dicatat
berdasarkan harga transaksi investasi ditambah
komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya
lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut;

b) Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka
investasi jangka pendek diukur dan dicatat
berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal
perolehannya yaitu sebesar harga pasarnya. Dan jika
tidak terdapat nilai wajar, maka investasi jangka
pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang
diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

2) Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham diukur
dan dicatat sebesar nilai nominalnya.
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b. Pengukuran Investasi Jangka Panjang:

1) Investasi Jangka Panjang yang bersifat permanen dicatat
sebesar biaya perolehannya, meliputi harga transaksi
investasi ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka
perolehan investasi berkenaan.

2) Investasi Jangka Panjang Non Permanen :

a) Investasi Jangka Panjang Non Permanen dalam bentuk
pembelian obligasi jangka panjang yang dimaksudkan
tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dicatat dan diukur
sebesar nilai perolehannya;

b) Investasi Jangka Panjang Non Permanen yang
dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan
perekonomian misalnya dalam bentuk dana talangan
untuk penyehatan perbankan atau dana bergulir
dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.

c) Pada Dana Bergulir yang dimaksud nilai bersih yang
dapat direalisasikan yaitu Nilai Perolehan dikurangi
dengan penyisihan dana bergulir. Perhitungan
penyisihan ini dilakukan pada dana bergulir yang
dikelola dengan metode channeling agency.

Penyisihan dana bergulir diawali dengan penentuan kualitas
kemudian besaran persentase penyisihan, sebagai berikut:

No. Umur Dana | Kualitas | Penyisihan | Kriteria (jika telah

Bergulir Dana Dana terpenuhi salah
Bergulir Bergulir satu)
1. s/d 1 th Lancar 0,5% - Masih dalam

tenggang waktu
jatuh tempo;

- Penerima dana
menyetujui hasil
pemeriksaan;

- Penerima dana
kooperatif.

2. >1s/d 3 th Kurang 10 % - Dalam jangka
waktu 1 bln sejak
tanggal Surat
Tagihan Pertama
belum melakukan
pelunasan;

Lancar

- Penerima dana
menyetujui
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sebahagian hasil
pemeriksaan;

Penerima dana
kurang kooperatif
dalam
pemeriksaan.

3. >3s/d5th |Diragukan | 50% setelah | - Dalam jangka
dikurangi waktu 1 bln sejak
nilai tanggal Surat
agunan Tagihan Kedua
atau nilai belum melakukan
barang pelunasan;
zl(;cgan Uika | _ penerima dana

) tidak menyetujui
seluruh hasil
pemeriksaan;

- Penerima dana
tidak kooperatif
dalam
pemeriksaan.

4. > 5th Macet 100 % - Dalam jangka

waktu 1 bln sejak
setelah

- . tanggal Surat

dikurangi : -
nilai Tagihan Ketiga

belum melakukan
agunan )

- pelunasan;

atau nilai
barang - Penerima dana

sitaan (jika
ada)

tidak diketahui
keberadaannya,;

Penerima dana
mengalami
kesulitan dana
(tidak mampu
membayar) dan/
atau bangkrut dan
/meninggal dunia;

Penerima dana
mengalami
musibah.

Pencatatan penyisihan dana bergulir dilakukan pada akhir

periode pelaporan keuangan berdasarkan dokumen bukti

memorial penyisihan dana bergulir.
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d) Pada Dana Bergulir yang dikelola dengan executing
agency, nilai bersih yang yang dapat direalisasikan
yaitu nilai perolehan tanpa dikurangi dengan
penyisihan. Pada metode ini Lembaga Keuangan Bank
/ LKB, Lembaga Keuangan Bukan Bank/LKBB,
Koperasi, Modal Ventura dan Lembaga Keuangan
Lainnya yang ditunjuk dan bertanggungjawab untuk
menyeleksi menetapkan penerima dana bergulir,
menyalurkan dan menagihkan kembali dana bergulir,
juga menanggung resiko ketidaktertagihan dana
bergulir sesuai perjanjian.

Tetapi jika dana bergulir dengan metode executing telah melalui
penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) sesuai dengan
ketentuan pada Lembaga Keuangan Bank (LKB) tentang
penyisihan piutang maka penyisihan tersebut tidak dilakukan
oleh ILSKPD.

Penghapusan Dana Bergulir terdiri atas:
1. Penghapusbukuan (penghapusan bersyarat) Dana Bergulir;
2. Penghapustagihan (penghapusan mutlak) Dana Bergulir.

Penghapusbukuan dana bergulir adalah pengurangan piutang
dan penyisihan dana bergulir tidak tertagih yang tercatat dalam
neraca

Penghapus tagihan dana bergulir adalah hilangnya hak tagih
dan/atau hak menerima tagihan atas piutang.

Penghapusanbukuan Dana Bergulir dapat dilakukan dengan
pertimbangan sebagai berikut :

1. Dana bergulir melampaui batas umur (kedaluarsa) yang
ditetapkan sebagai kriteria kualitas piutang macet;
dan/atau

2. Debitur tidak melakukan pelunasan 1 bulan setelah

tanggal Surat Tagihan Ketiga; dan/atau

Debitur mengalami musibah (force majeure); dan/atau

4. Debitur meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta
warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris
tidak dapat ditemukan berdasarkan surat keterangan dari
pejabat yang berwenang; dan/atau

5. Debitur tidak mampu membayar dibuktikan dengan Berita
Acara yang ditandatangani saksi-saksi; dan/atau

w
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6. Debitur tidak mempunyai harta kekayaan lagi, dibuktikan
dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
dan/atau

7. Debitur dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
dan/atau

8. Debitur yang tidak dapat ditemukan lagi karena pindah
alamat dan/telah meninggalkan Indonesia berdasarkan
surat keterangan/pernyataan dari pejabat yang berwenang;
dan/atau

9. Dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan kepada
debitur tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi
disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti
bencana alam, banjir, kebakaran dan sebagainya
berdasarkan surat keterangan/pernyataan Wali Kota;
dan/atau

10. Objek piutang hilang dan dibuktikan dengan dokumen
keterangan dari pihak kepolisian.

Pencatatan Akuntansi Penghapusbukuan Dana Bergulir
dilakukan dengan cara mengurangi akun Dana Bergulir (kredit)
dan akun Penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih (debit).

Penghapusbukuan Dana Bergulir tidak menghilangkan hak
tagih dan oleh karena itu terhadap dana brgulr tyang sudah
dihapusbukukan ini masih dicatat secara ekstrakomtabel dan
diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Penghapustagihan Dana Bergulir dapat dilakukan dengan

pertimbangan antara lain :

1. Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang
berutang kepada daerah, untuk menolong pihak berutang
dari keterpurukan yang lebih dalam, misalnya kredit UKM
yang tidak mampu membayar.

2. Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan,
membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh
dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan.

3. Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih,
menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat
kondisi pihak tertagih.

4. Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan
utang, misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga
dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, reschedulling dan
penurunan tarif bunga kredit.
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5. Penghapustagihan setelah semua upaya tagih dan cara lain
gagal atau tidak mungkin diterapkan, misalnya Kkredit
macet dikonversi menjadi saham/ekuitas/penyertaan,
dijual, jaminan dilelang.

Tata cara Penghapustagihan Piutang diatur dengan peraturan

Wali Kota tersendiri.

Penghapustagihan Dana Bergulir dilakukan dengan cara
menutup ekstrakomtabel dan tidak melakukan penjurnalan dan
diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

e) Investasi Jangka Panjang Non Permanen dalam bentuk
penanaman modal pada proyek-proyek pembangunan
pemerintah daerah (seperti proyek PIR) diukur dan
dicatat sebesar biaya pembangunan termasuk biaya
yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain
yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek
sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.

Dalam hal investasi jangka panjang diperoleh dengan
pertukaran aset pemerintah daerah maka investasi diukur dan
dicatat sebesar harga perolehannya, atau nilai wajar investasi
tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayarkan
dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam
rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank
sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

3. Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan 3 (tiga)
metode sebagai berikut :

a.

Metode Biaya

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dinilai sebesar
biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar
bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya
investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

Metode Ekuitas

Dengan menggunakan metode ekuitas, investasi pemerintah
daerah dinilai sebesar biaya perolehan investasi awal ditambah
atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase
kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan.
Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk
dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi
nilai investasi pemerintah daerah.
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Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk
mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah,
misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh
valuta asing serta revaluasi aset tetap.

c. Metode Nilai Bersih Yang Dapat Direalisasikan

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan
terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam
jangka waktu dekat.

Dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, investasi
pemerintah daerah dinilai sebesar harga perolehan investasi
setelah dikurangi dengan penyisihan atas investasi yang tidak
dapat diterima kembali.

Perhitungan atas nilai bersih investasi yang dapat direalisasikan
dilakukan dengan mengelompokkan investasi pemerintah
daerah yang belum diterima kembali sesuai dengan periode
jatuh temponya (aging schedule).

Besarnya penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima
kembali dihitung berdasarkan persentase penyisihan untuk
masing-masing kelompok sebagaimana tabel sebelumnya.

Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada
kriteria sebagai berikut:

a. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;

b. Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari
20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan
metode ekuitas;

c. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;

d. Kepemilikan atas investasi jangka panjang bersifat non
permanen menggunakan metode nilai bersih yang
direalisasikan.

Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya prosentase kepemilikan
saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan
metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah
tingkat pengaruh (the degree of influence) atau pengendalian
terhadap perusahaan investee. Ciri-ciri adanya pengaruh atau
pengendalian pada perusahaan investee, antara lain:

a. Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
b. Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
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c. Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi
perusahaan investee;

d. Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam
rapat/pertemuan dewan direksi.

F. PENGUNGKAPAN

Pengungkapan investasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan
sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

a.
b.
C.

Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
Jenis-jenis investasi, baik investasi permanen dan non permanen;
Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun
investasi jangka panjang;
Penurunan nilai investasi yang signifikan dalam penyebab
penurunan tersebut;
Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya,;
Perubahan pos investasi.

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 24 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2019 NOMOR 66 SERIE
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